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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 88 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYESUAIAN KLAUSUL/ISTILAH/TEKS PADA DOKUMEN PEMILIHAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, 

diantaranya adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang Jasa/Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku 

pada tanggal 8 Juni 2018, yang disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 28 bahwa “Penyesuaian Unit Layanan Pengadaan dan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) yang melaksanakan 

seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) 

dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023”;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a , Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih 

belum dibentuk, namun dengan mempedomani Keputusan 

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem 

Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang “Panduan 

Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

Dibawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa/ 

Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” perlu 

dilakukan Penyesuaian Dokumen Pemilihan hanya terbatas pada 

klausul/ istilah/teks yang berbeda dengan ketentuan Peraturan 

Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan  Presiden  Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN 

KLAUSUL/ISTILAH/TEKS PADA DOKUMEN PEMILIHAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 
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Pasal 1 

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini ditetapkan klausul/istilah/teks 

yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan untuk penyesuaian Dokumen 

Pemilihan.  

Pasal 2 

Penyesuaian klausul/ istilah/teks pada Dokumen Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1terbatas pada : 

a. Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo (ULP) disesuaikan menjadi Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ); dan 

b. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo (Pokja ULP) 

disesuaikan menjadi Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan). 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal   1  Agustus  2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal       1  Agustus  2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 
 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 88 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 


